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KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 065/ 34 /417.514/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MOJOKERTO

Menimbang - a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada
pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan

publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Mojokerto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kota Mojokerto;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215);



10.
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13.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar

Pelayanan;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

. Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

- Ketentuan Lampiran Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu memuat:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
a. Persyaratan pelayanan, tarif pelayanan dan waktu

penyelesaian pelayanan perijinan

b. Sistem, mekanisme, dan prosedur
b. Produk pelayanan
c. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing), meliputi:
a. Dasar hukum

Sarana dan prasarana,dan/atau fasilitas

Kompetensi pelaksana

Pengawasan internal

Jumlah pelaksana

Jaminan pelayanan

Gom. 0 a8 o

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

h. Evaluasi kinerja pelaksana

- Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh
pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam

pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 5 Agustus 2021
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